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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaanl Undang- Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diberikan 
arah dan landasan dfam pengelolaan arsip; 

b . bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik, dan merungkatlcan kualitas pelayanan 
publik, diperlukan stiatu sistem kearsipan daerah 
yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar 
kearsipan; I 

c. bahwa dalam rangk~ Penyelenggaraan Kearsipan 
yang sesuai dengan lprinsip, kaidah dan standar 
kearsipan maka Pengelolaan Arsip Daerah 
disesuaikan dengan 4 pilar instrumen kearsipan; 

d. bahwa berdasarkan I ~ertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hu~f a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Pieraturan Wali Kata tentang 
Empat Pilar Instrumen Kearsipan; · 

1. Pasal 18 ayat (6) UI dang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia T~un 1945; 

2. Undang-Undang Noibor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kata Bau-Bau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, 
Tam.bahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembara.tp- Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Noma~ 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lnd1nesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daer4 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d~u. bah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Ptngganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
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41, Tambahan Lembar . Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintali Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan IUndang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ITahun 2012 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

I Nomor 5286); 1 

I 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 78 Tahun 

2012 tentang Tata I Kearsipan di Lingkungan 
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah lliubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negerti Nomor 135 Tahun 2017 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1953); J 

6. Peraturan Arsip NasiJnaI Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Jadwal Reterrsi Arsip Nasional Republik: 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

I 
Tahun 2015 Nomor 2993); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
I 

2020 tentang Sistem: Klasifikasi Keamanan dan 
Akses Arsip Dinamis; j 

8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pedoman Urrrurn Tata Naskah Dinas 

I 
(Betita Negara Republik: Indonesia Tahun 2021 
Nomor 758); / 

I 
9. Peraturan Menteri Da!lam Negeri Nomor 83 Tahun 

2022 tentang Kade Klk.sifikasi Arsip di Lingkungan 
Kementrian Dalam Negeri di Pemerintah Daerah 

I 

(Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 2022 
Nomor 969); 

10.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Republik: 
Indonesia Nomor 1 ITahun 2023 Tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 144); 

11.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

I Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 
2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kotal Baubau Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau 
Tahun 2021 Nomor 2). I 

I 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WAL! K~A TENTANG EMPAT PILAR 
INSTRUMEN KEARSIPAN KOTA BAUBAU. 

I 

I 

Menetapkkui: 
I 
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Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dima.ks'ud dengan: 
1. Daerah adalah Kata Baubau. I 
2. Pemerintah Daerah adalah kepal~ daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkeriaari dengan arsip. 
4. Penyelenggaraan kearsipan adalah ke'seluruhan kegiatan meliputi 

kebijakan, pembinaan kearsipan, dJn pengelolaan arsip dalam 
suatu sistem kearsipan daerah yang 1didukung oleh sumber daya 
manusia, sarana, dan prasaran.a sert~ sumber daya lainnya. 

5. Arsip adalah rekam.an kegiatan ataµ peristiwa dalam. berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dibu~t dan diterima oleh lembaga 
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, I dan perseorangan dalam 
pelalcsariaari kehidupan bermasyarak~t, berbangsa dan bernegara. 

6. Arsip dinamis adalah arsip yang diguriakari secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan iselama waktu tertentu. 

7. Arsip vital adalah arsip yang keberadaarmya merupakan 
persyaratan dasar bagi kelan.gsungan operasional pencipta arsip, 
tidak dapat diperbarui, dan tidak ! tergantikan apabila rusak 
atauhilang. 

8. Arsip aktif adalah arsip yang frekuenainya penggunaannya tinggi 
dan/ atau terns menerus. J 

9. Arsip 'iriaktif adalah arsip yang freku ,nsinya penggunaannya telah 
menurun. J 

10. Arsip statis adalah arsip yang dilaasdlkari oleh pencipta arsip 
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, 
dan. berketerangan dipermanenkan lyang telah diverifikasi baik 
secara langsung maupun tidak larigsnirig oleh lembaga kearsipan. 

11. Arsip terjaga adalah arsip Negara, yang berkaitan dengan 
keberadaan dan kelangsungan. hidJp bangsa dan Negara yang 
hams dijaga keutuhan, keamanan, d$J. keselamatannya. 

12. Arsip umum adalah arsip yang tidAf<: termasuk dalam kategori 
arsip terjaga. I 

13. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, 
dan tanggungjawab di bidang pehgelolaan arsip statis dan 

I pembinaan kearsipan. , 
14. Alcses arsip adalah ketersediaan j arsip sebagai hasil dari 

kewenarigan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana 
bantu untuk mempermudah perrerrruari dan pemanfaatan arsip. 

15. Penci~ta arsip adalah pihak yang .niempunyai kemandirian dan 
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, th.gas, dan tanggung jawab di 
bidarrg pengelolaan arsip dinamis. j 

16. Unit lpengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung j~\vab mengolah semua arsip 
yang I berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 
lingkungannya. I 

I 

BABI 
KETENTUAN UM M 

Pasal 1 
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Pasal 3 
Peraturan Wali Kata ini bertujuan: 
a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lirigkungan Pemerintah Daerah 

untuk menciptakan keseragaman dala.in pengaplikasian empat pilar 
instrument kearsipan; I 

b. terciptanya dan tersedianya arsip diseluruh perangkat daerah 
f 

dengan baik, benar, dan autentik dan .terpercaya sebagai alat bukti 
yang sf111; I 

c. rnenjarniri terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang 
handal; l 

d. rnerijarniri perlindungan kepentingan daerah melalui pengelolaan 
dan pcimanfaatan arsip yang autentik · an terpercaya; 

e. menjamiri keselamatan dan keamban arsip sebagai bukti 
pertanggungjawaban dalam Icehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; ) 

f. menjainin keselamatan asset daerafr.dari I . 
I 

Pasal 2 L 
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan U! tuk memberikan kepastian 
hukum dalam pengaplikasian empat pflar- instrument kearsipan dan 
penegakan Peraturan Peruridarig-Undarigari di bidang Kearsipan bagi 
Perangkat Daerah dan pencipta arsip Iainnya di Daerah. 

24. 

23. 

22. 

21. 

20. 

19. 

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tariggurig ja ab dalam penyelenggaraan 
kearsipan. 
Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang 
melip'uti pengaturan jenis, format,) penyiapan, pengamanan, 
pengabsahan, distribusi dari. penyimpanan naskah dinas serta 
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan yang dibuat 
dan atau dikeluarkan sebagai alat Jjc.omunikasi kedinasan yang 
dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di 
lingkungan pemerintah daerah. I 
Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang 
dari hasil pelaksanaan tugas danl fungsi Perangkat Daerah 
menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 
Klasifikasi Keamanan Arsip adalah ~tegori kerahasiaan informasi 
arsip berdasarkan pada tingkat i keseriusan dampak yang 
ditimbulkan terhadap kepentingan) dan keamanan Negara, 
masyarakat, dan perorangan. 
Klasifikasi Akses Arsip adalah hlttegori pembatasan akses 
terhadap arsip berdasarkan keweriangan penggunaan arsip terkait 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsij tertentu. 
Pengarnarran Arsip adalah progrru;n perlindungan fisik dan 
iriforrnani arsip berdasarkan Idaaifikaai keamanannya. 
Reten~i arsip adalah jangka wakui penyimpanan yang wajib 
dilakukan terhadap suatu jenis arsip. : 
Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah 
daftacyang berisi sekurarig-kurarignya jangka waktu penyimpanan 
atauretensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi 
tentang penetapan suatu jenis araip dimusnahkan, dinilai 
kembali, atau dipermanenkan yJ.n.g dipergunakan sebagai 
pedoman penyusutan dan penyelama.[an arsip. 

BAB II I 
MAKSUD DAN TUbUAN 

I 

18. 

17. 
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Naskah Dinas penetapan 
huruf b terdiri atas: 
a. Keptrtu.sa.n Kepala Daerah; 

I 
b. Keputusan DPRD; 

I 
c. Keputu san Pimpinan DPRD;dan 
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 

: I I 

c. 

dimaksud dalam Pasal 6 

I 

Pasal 8 i 
sebagaimana 

I 
I 

Perda; 
Perkada;dan 
Peraturan DPRD. 

a. 
b. 

dimaksud dalam Pasal 6 Naskah Dinas pengaturan 
huruf a terdiri atas: 

....£nis N aalcah Dinas terdiri atas: 
a. Naskah Dinas arahan; 
b. Naskah Dinas korespondensi;dan 
c. Naskah Dinas khusus. I 

Bagian Kedu1 
Naskah Dinas Arkh.an 

I 
I 

Pasal 6 I 
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimr· sud dalam Pasal 5 huruf a 
terdiri atas: 
a. Naskah Dinas pengaturan I 
b. Naskah Dinas penetapan;dan 
c. Naskah Dinas penugasan. I 

I 
Pasal 7 I 

sebagaimaria 

I 

Pasal 4 
Empat Pilar Instrumen Kearsipan meliputi.:: 
a. Tata Naskah Dinas; I 
b. Kode Klasifikasi Arsip; : 
c. Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Araip Dinamis; 
d. Jadwal Retensi Arsip. I 

! 
BAB III I 

TATA NASKAH D~NAS 
I 
I 
I 

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 
I 

Bagian Kesatt 
Umum I 
Pasal 5 

g. meningkatkan kualitas pelayanan p'ublik dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan arsip yang autentik dan t~rpercaya. 

h. menunjang kelancaran penataan berlcas dalam penemuan kembali 
ar~; I 

1. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan 
di Pemerintahan Daerah. 
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(2) 

Pasal 14 
Nota I Dinas sebagaimana dirnaksu, dalam. Pasal 13 huruf a 
merupakan sarana komunikasi kedm;asan antar pejabat atau dari 
atasah kepada bawahan atau dari ibawahan kepada atasan di 
lirigkurigan internal Perangkat Daerah. 
MemJ sebagaimana dimaksud dalab. Pasal 13 huruf b berisi 
informasi kedinasan yang bersifat mbngingatkan suatu masalah, 
menyampaikan arahan, peringatan, latau pendapat yang dibuat 
oleh atasan kepada bawahannya. 

1 
I 

(1) 

Pasal 13 
I 

Naskah Dinas korespondensi internal se'bagairnarra dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a, terdiri atas: 
a. nota din.as; 
b. memo;dan 
c. disposisi. 

Pasal 11 

Susunan dan bentuk Naskah Dina.s penugasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercanrum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari,Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Ketiga 
Naskah Dinas KoresP,ondensi 

Pasal 12 I 
I 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimaba dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b, terdiri atas: 
a. korespondensi internal;dan 
b. korespondensi eksternal. 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 10 
Naskah Dinas penugasan sebagaimaria dimaksud dalamPasal 6 
huruf c terdiri atas: 
a. au.rat perintah; 
b. surat tugas;dan I 
c. s~rat perjalanan dinas. I 

Surat .perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berisi 
perintah dari atasan kepada bawaharr untuk melaksanakan 
pekerjaan tertentu di luar tugas dan furigai. 

I 

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf b berisi 
tugas dari atasan kepada bawahan urrtuk melaksanakan perintah 
pekerjaan sesuai dengan tugas dan filngsinya. 
Surat' perjalanan dinas sebagaiman!a dimaksud pada ayat (1) 
h.ur-uf c merupakan dokumen yarig diterbitkan oleh pejabat 
pembuat komitmen dalam rangka pJlaksanaan perjalanan dinas 
pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak 
I~. I 

(1) 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dan ;a.skah Din.as penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatjur sesuai dengan ketentuan 
peraturan 'perundang-undangan. 

Pasal 9 
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(2) 

(1) 

i 
I . . . Pasal 18 I 

In.str-ukei sebaga.nnana dirnalcsud dalam Pasal 17 huruf a berisi 
perintah z arahan Kepala Daerah J sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Surat edaran sebagaimana dimaks d dalam Pasal 1 7 huruf b 
berisi pemberitahuan, penjelasan,I_ _ dan/ a tau petunjuk cara 
melaksanakan hal tertentu yang dianrap penting dan mendesak. 

I 

m. 
n. 
0. 
p. 
q. 
r. 
s. 
t. 
u. 
v. 

pengumuman; 
laporan; 
telaahan staf; 
notula; 
surat undangan; 
surat pernyataan melaksanakan tugas; 
surat panggilan; I 

• • I surat rzm: 1 
' I 

lembaran daerah; · 
berita daerah; 
rekomendasi; ! 
radiogram; I 
surat tanda tamat pendidikan dan p,latihan; 
sertifikat; 
piagam;d~ . . I 
surat perjanjian. 

i. 
j. 
k. 
I. 

I 
Naskah Din.as khusus sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 5 huruf c, 
terdiri atas: I 
a. instruksi; 
b. surat edaran; 
c. surat kuasa; 
d. berita acara; 
e. surat keterangan; 
f. au rat- pengantar; 
g. 
h. 

Pasal 17 

Bagian Keempat 
Naskah Dinas Kh\.lsus 

I 
Naskah Dinas korespondensi ekaterrial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b disusun dalarn bentuk surat dinas. 

' Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal 
tercantum dalam Lampiran yang 

I 
merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan W a1i Kota ini. 

(1) 

(2) 

Pasal 16 

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud alarn Pasal 13 huruf c 
merupakan petunjuk tertulis singkat , ari atasan kepada bawahan 
mengenai tindak lanjut/tanggap~ terhadap Naskah Dinas 
masuk. I 

Pasal 15 I 

Susunan dan bentuk Naskah Dina~ korespondensi internal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; tercantum dalamLampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahk~ dariPeraturan Wali Kota 
ini. I 
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(17) 

(16) 

(15) 

(14) 

(13) 

(12) 

(11) 

(10) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

Surat kuasa sebagaimana dimaksu, dalam Pasal 1 7 huruf c 
berisi pemberian kuasa kepada pih lain dengan atas namanya 
untuk melakukan suatu tindak tertentu dalam rangka 
kedinasan sesuai peraturan peruridang- undangan. 
Betita: acara sebagaimana dimakaud dalam Pasal 1 7 huruf d 
berisi pernyataan pelaksanaan kegiatari pada waktu dan tempat 
tertentu yang ditandatangani oleh pa±:a pihak. 

I 
Surat keterangan sebagaimana dimaldstrd dalam Pasal 1 7 huruf e 
berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan 
kedinasan/ tertentu. 1 

I 

Surat pengantar sebagaimana dimakjsud dalam Pasal 1 7 huruf f 
berisi informasi yang digunakan 'urrtu k menyampaikan barang 
atau naskah. 

' I 

Perig'urntrrn ari sebagaimana dimaks~d dalam Pasal 1 7 huruf g 
berisi pemberitahuan yang beraifaf umum dari pejabat yang 
berwenang. I 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf h berisi 
I I 

pemberitahuan tentang pelaksanaari kegiatan atau kejadian 
I 

terte~tu. j 

Telaahan staf sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 17 huruf i 
berisil analisis pertimbangan, pen'dapat, dan saran secara 
sistematis terhadap sesuatu permasajlahan yang perlu penjelasan 
dari bawahan kepada atasan. ; 
Notula sebagaimana dimaksud dalarn' Pasal 17 huruf j merupakan 
catatan yang berisi proses sidang atap. rapat. 
Surat undangan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 1 7 huruf k 
berisi undangan kepada pejabaty pegawai baik di lingkup internal 
Pemerintah Daerah, maupun pihakl eksternal yang tertera pada 
alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 
Surat pernyataan melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf 1 berisi pernyataan dari pejabat yang 
berwenang bahwa seorang pegawai te~ah melaksanakan tugas. 
Surat panggilan sebagaimana clirna.ksrud dalam Pasal 17 huruf m 
berisi pemanggilan dari pejabat yan~ berwenang kepada pegawai 
untuk menghadap. i 

I 
Surat izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 7 huruf n berisi 
persetujuan terhadap suatu permohonari yang dikeluarkan oleh 
pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. I 

I 
Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf o 
berisi penerbitan resmi Perrierirrtah Daerah untuk 
mengundangkan Perda. I 

Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 17 huruf p 
beris~ penerbitan resmi Pel1 erintah Daerah untuk 
mengundangkan Perkada dan Peratu an DPRD. 
Rekoinendasi sebagaimana dimaks . d dalam Pasal 1 7 huruf q 
merirpakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari 

. . I pejabat yang berwenang tentang se~uatu hal yang untuk dapat 
dijadikan bahan pertimbangan kedirrasa.n. 

(5) 

(4) 

(3) 
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Pasal 22 
Pembuatan Naskah Dinas dengan rned.ia rekam kertas sebagaimana 
dirnalcstrd dalam Pasal 2 1 huruf a dicetak menggunakan kertas 
dan dibubuhi tandatanga.n basah. 

I Pasal 23 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media reka.m elektronik 
sebagaima.na dimaksud dalam Pa.sal 21 liuruf b menggunaka.n: 
a. aplfka.ai umum bida.ng kearsipan diriarnia; ata.u 

Pa.sal 21 1 

Pembuatan Naskah Dinas dapat mengguhakan: 
a. media rekam kertas;atau 

I 

b. media rekam elektronik. 

I 
BAB IV I 

PEMBUATAN NASKAfl DINAS 

Bagian Kesat! 
Umum 

Pasal 20 
Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 
huruf a sa.mpai denga.n huruf u terc~tum dala.m Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat'urari Wali Kata ini. 

I 

(1) 

(21) 

(20) 

(19) 

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf r 
merupakan pesan tertulis resmi yang ikirim melalui radio naskah 
dinas dari pejabat yang berwenang erisi informasi hal tertentu 
yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. , 
Surat 

1 

tanda tamat pendidikan dJ.n pelatihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf s I merupakan naskah dinas 
sebagai tanda bukti berisi keterarigarr seseorang telah 
lulus/mengikuti pendidikan dan pelatp1an tertentu. 
Sertifika.t sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf t 
merupakan naskah dinas sebagai beHsi keterangan tanda bukti 
seseorang telah mengikuti pr-ograrn y kegiafari tertentu, antara lain: 
penataran, kursus, orientasi, bim.ringan teknis, workshop, 
seminar, da.n yang sej enis. 
Piagarn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf u 
merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaa.n atas 
prestasi yang telah dicapai ataul ketelada.na.n yang telah 
diwujudkan oleh perorangan atau irrstarrsi /Iembaga dari pejabat 
berwenarig. 

Pasal 19 l 
Surat' perjanjia.n sebagaimana dimak ud dala.m Pasal 17 huruf v 

I 

berisi kesepakata.n bersama. tentan:~objek yang mengikat antar 
kedua belah pihak atau lebih un uk melaksanaka.n tindaka.n 
atau perbuata.n hukum yang disep ati bersama. 

I 
Susuna.n dan bentuk surat perjanjia.n sebagaima.na dimaksud 
pada I ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) 
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I 

I Pasal 29 j 

Penamoran sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan peru I dang- undan.gan. 

I 

Pasal 28 

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25, tercantum dalam lampiran ya)ng merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wall Kata ini. l 

I 
I 

Bagian Ketiga 
Penornoran I 

I 
Kap Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaiman.a dimaksud dalam 

I 

Pasal 25 huruf b digunakan untuk Naakab. Dinas yang ditandatangani 
oleh pejabat berwenang selain Kepala Daerah. 

Pasal 27 

(2) 

(1) 

Bagian KeduaKbp 

Pasal 25 I 

Kap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas: 
a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah;dan 
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah] 

I 
. Pasal 26 j 

Kap Naskah Dinasjabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf a, diguriakari untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani aleh Kepala Daerah. I 

I 
Kap l'faskah Dinasjabatan Kepala D brah sebagaimana dimaksud 
pada · ayat (1) dapat digunakan aleh penjabat, penjabat 
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksan.a harian. Kepala 
Daerah. 

penamaran; 
penggunaan kertas; 
penggunaan tinta; I 
jarak .spasi, jenis, dan ukuran huruf, ,serta kata penyambung; 
penentuan batas atau ruang tepi; 
riomor halaman; 
tembusan; 
lampiran; 
paraf, tanda tangan, dan stempel; 
amplap dan map;dan 
Naskah Dinas bahasa asing. 

c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 

b. 

Pasal 24 
Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
berisi unsur: 
a. kap; 

b. aplikasi pengalah kata atau data. 
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(2) 

Pasal 35 I 

Jenis huruf pada Naskah Dinas pen.gaturan dan Naskah Dinas 
penetapan yaitu bookman old style dehgan ukuran 12 (duabelas). 
Jen.isl huruf dan. ukuran pada Nask~ Din.as korespon.den.si dan. 
Naskah Dinas khusus yaitu Arial den an ukuran 12 (duabelas). 

(1) 

: Bagiari Keernpat Penggu aan Kertas 
i Pasal 30 

Pengguna~ kertas sebagaimana dirnalcsird dalam Pasal 24 huruf c 
yang digun.akan dalam penyusun.an Naskah Din.as pen.gaturan dan 
Naskah Dinas penetapan sesuai detgan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

I 

Pasal 31 I 

Kertas yang digunakan dalam perryuau.narr Naskah Din.as 
penugasan, Naskah Dinas korespondenei] dan Naskah Dinas khusus 
merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 
dengan gramatur paling sedikit 70 [tujtrh puluh) gram/m2 kecuali 
pada lembaran daerah dan. berita daerah.1 

I 
Pasal 32 I 

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 
pembuatan Naskah Dinas khusus disesmailcan kebutuhan den.gan. 
memperhatikan. ketahanan kertas. I 

' 
Bagian. Kelima Pengguriaari Tin.ta 

. Pasal 33 I 

(1) Warna tinta yang digun.akan dalam I pen.yusun.an Naskah Din.as 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~4 huruf d sebagai berikut: 
a. tin.ta yang digunakan untuk pen~etikan berwarnahitam; 
b. tin.ta yang digun.akan untuk pen.andatanganan dan paraf 

berwarn.a biru tua; i 
c. tinta stempel yang digunakan un.ltuk Naskah Dinas, berwarna 

un.gu;dan I 
d. tirrta stempel yang digunakan l!ntuk Naskah Dinas bersifat 

rahasia, berwarn.a merah. 
(2) Jen.is tin.ta yang digun.akan. pada Na kah Dinas merupakan. tin.ta 

yang tidak larut oleh air /tidak lun.tur latau pigment durabrite. 

Bagian Keena.*1- 
Jarak Spasi, Jen.is dan. Ukuran Hurufil', serta Kata Pen.yam.bung 

Pasal 34 
(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas per gaturan dan. Naskah Dinas 

penetapan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan 
huruf b sesuai dengan keterrtuan peraturan. perun.dan.g­ 
undangan. 

' 
(2) Jarak spasi pada Naskah Dirra.s selain Naskah Din.as 

pen.gaturan. dan Naskah Dinas perietapa.n sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memperhati~an aspek keserasian. dan 
estetika. 
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ruang tepi 
kertas. 

cm dari tepi kanan d. kanan paling sedikit ' 2 ( d ua) 

I 
Bagian Kedelapk.n 

I Nomor Halaman 
! 

Pasal 38 [ 
(1) Nomor halaman sebagaimana dimalcsud dalam. Pasal 24 huruf g 

pada Naskah Dinas menggunakan arigka arab/biasa. 
I 

(2) Nornor halaman sebagaimana dimalkaud pada Ayat (1) dalam 
Naskah Dinas korespondensi dari Naskah Dinas khusus 
ditempatkan pada bagian tengah atas secarasimetris. 

I 
Bagian Kesernbitan 

Tembusan 

I Pasal 39 I 
(1) Tembjllsan sebagaimana dimaksudldalam. Pasal 24 huruf h 

disam.paikan kepada pihak yang be sangkutan dan pihak yang 
di I 1 ah . . . 1 b iariggap per u menget u11s1 surat terse ut. 

(2) Temb~san sebagaimana dimaksud -~ada ayat (1) yang naskah 
dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan 
disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. 

I 

(2) 

I 

Penentuan. batas atau ruang tepi sebagaimaria dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan 
kerapian dalam. penyusunan. Nask~ Dinas. 
Pene~tuan batas atau ruang tepi sfbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas 
khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

I 

a. Ruang tepi atas: 1 

1) apabila menggunakan kop Naslcah Dinas, 2 (dua) spasi 
dibawah kop;dan 

2), apabila tanpa kop Naskah Diria.s, paling sedikit 2 (dua) 
I cm dari tepi atas kertas. I 

b. ruang tepi bawah paling sedikit 12,s (dua koma lima) cm dari 
tepi bawah kertas; ! 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (1p.ga) cm dari tepi kiri kertas; 
dan 

(1) 

Bagian Ketujuh 
Penentuan Batas atau ~uang Tepi 

Pasal 37 

(3) 

(2) 

(1) Kata penyambung merupakan kat yang digunakan sebagai 
tandaibahwa teks masih berlanjut pa a halaman berikutnya. 
Kata penyarnbu ng sebagaimana dimbsud pada ayat (1) ditulis 
pada: ! 
a. akhir setiap halaman; I 

b. baris terakhir teks di sudut karian bawah halaman;dan 
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman 

beriku tnya. 
I 

Dalam pembuatan Naskah Dinas de11jgan media rekam elektronik 
tidak mencarrtumkan kata penyambup.g. 

I ! 

Pasal 36 
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Pasal 42 
(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan tanda 

tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan 
materi, substansi, redaksi, dan pengJtikan. 

I 
(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. paraf hierarki;dan i 
b. paraf koordinasi. I 

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah 
pejabat penandatangan, terlebih I dahulu diparaf sebelum 
ditandatangani. I 

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 
meriaridatarigarri Naskah Dinas ter'sebut. tidak memerlukan 

af . I 
par o I 

(5) Fitur ; paraf dalam media rekam elJktronik, berbentuk catatan 
rfwayat Naskah Dinas dalam ba.sijs data sebelum dilakukan 
penarrdatarigarian oleh pejabat yang berwerrarig. 

(6) Pembbbuhan paraf pada Naskah Ditlas penugasan berupa surat 
perjalarian dinas dibubuhkan pada l_imbar pertama. 

I 

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) yang naskah 
diriasnya ditandatangani oleh jaba pimpinan tinggi atas nama 
Kepala Daerah, disampaikan kep da Kepala Daerah dan 

I . 
Sekretarra Daerah. 

(4) Tembusan sebagaimana diruakaud :tJ>ada ayat (1) yang naskah 
dinasnya ditandatangani oleh jabatari pimpinan tinggi atas nama 
Kepala Daerah berupa surat tan~a tamat pendidikan dan 
pelatihan, sertifikat, dan piagam tida~ memerlukan tembusan. 

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) berada pada 
posisi' bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda 
baca .titik dua (:), tidak diberi garie bawah, serta tidak perlu 
menainbahkan kata sebagai laporan, araip, atau istilah sejenis. 

Bagian Kesepulfh 
Lampiran I 

I 
Pasal 40 I 

(1) Lampirari sebagaimana dimaksud I dalam Pasal 24 huruf i 
ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang 
menandatangani Naskah Din.as. I 

I 

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagairnarra dimaksud pada 
ayat ( 1) memiliki lebih dari satu h4.aman, halaman beriktrtnya 
diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). 

I 
I 

Bagiari Kesebelk.s 
I Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

, Pasal 41 I 

Paraf, tanda ~gan, dan stempel se~agaimana dimaksu? dalam 
Pasal 24 huruf J merupakan bentuk pe]fl.gabsahanNaskah Dmas. 
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Pasal 47 
(1) Penulisan nama pejabat yang me°iandatan.gan.i Naskah Din.as 

pengaturan. dan Naskah Dinas pe1etapan tidak menggunakan. 
gelar.1 

(2) Perrutisarr nama pejabat yang metjandatangani Naskah Dinas 
penugasan, Naskah Din.as korespdndensi, dan Naskah Dinas 
kh uau s menggunakan. gelar, kecliali piagam, sertifikat, dan 
suratj tanda tam.at pendidikan dan pelatihan, 

(3) Penulisan nama penanda tan.gan tjntuk pejabat selain Kepala 
Daerah, Wakil Kepala Daerah, I dan Sekretaris Daerah 
menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.. 

I 

Pasal 46 
(1) Tandatangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam kertas. 

(2) Tanda tangan. elektronik digunakan pada Naskah Din.as dengan 
media rekam elektronik. 

(3) 

(2) 

I 
Pasal 451 

Pemberian tanda tangan. pada Naskah Din.as sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi ~ebagai alat autentikasi dan 
verifikasi atas identitas penaridatangan serta keautentikan., 
keterpercayaan., dan. keirtuhan informasi. 

I 
Tan.da tangan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) terdiriatas: 
a. tarida tangan basah;atau J 

b. Tanda Tangan Elektronik. 1 

Pemberian. tanda tangan sebagaiman4 dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berweriang. 

(1) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

Pasal 43 
Paraf bierarki sebagaimana dim.aksu dalam Pasal 42 ayat huruf 
a merupakan paraf pejabat ses ai jen.jang jabatan yang 
dibubuhkan dalam ben.tuk matriks. I 
Pernbub'uhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang 
ditandatangan.i oleh Kepala Daerafi, Wakil Kepala Daerah, 
Sekretaris Daerah, asisten., sekretarisl DPRD, kepala din.as, kepala 
badan, in.spektur, dan direktur rurnah sakit umum harus diparaf 
terlebih dahulu oleh maksim.al tfga orang pejabat secara 
berjen.jang. I 
Paraf hierarki pada Naskah Dinas I pen.ugasan, Naskah Dinas 
korespon.den.si, dan Naskah Din.as 

I 
khusus ditempatkan. pada 

lembar terakhir. 
I 
I 

Pasal 44 1 

Paraf ,koordinasi sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) 
huruf b merupakan. paraf pejabat sesuai substansi tugasn.ya atau 
pejabat lain yang terlibat pada m.aairig- masing unit kerja yang 
berben.tuk matriks. I 
Naskah Din.as yang materin.ya salin.~ berkaitan an.tar unit kerja, 
diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir. 

, I 

(1) 
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Pasal 51 

Bentuk dan ukuran stempel tercarrtum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan darij Perarur-an Wali Kota ini. 

I 

Bagian KeduabJlas 
' Am.plop dan Map 
I 

Pasal 52 : 

(1) Amplop Naskah Din.as terdiri atas: I 
a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Mepala Daerah;dan 
b. kplop Naskah Din.as Perangkat Daerah. 

(2) Bent~ Am.plop Naskah Din.as yang digunakan untuk 
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
berbentuk persegi panjang. 

Stempel terdiri atas: 
a. stempel jabatan Kepala Daerah; 

11 

b. stempel Perangkat Daerah; 
c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan 

umum daerah;dan 
d. stempel pengamanan Naskah Din.as. 

Pasal 50 

(1) 
I 

Stempel digunakan pada Naskah Dirra s dengan media rekarn 
Icerta.s. I 
Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak digunakan 
pada Naskah Din.as dengan media 1ekam elektronik. 

I 

(2) 

Pasal 49 

(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat 
semeritara, pelaksana tugas, dan pel sana harian Kepala Daerah 
tidak I menggunakan gelar, riornc r induk pegawru, dan 
pangkat/ golongan. 

(5) Penulisan nama penanda tangan 'urrtu k penjabat dan pelaksana 
harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk 
pegawai, dan pangkat/ golongan. I 

Pasal 48 l 
Pemberian Tanda Tangan Elektronik p da Naskah Dinas berlaku 
ketentuan sebagai berikut: I 
a. Tanda Tangan Elektronik harus di~andai dalam susunan dan. 

bentuk kode quick response y4g disertai nama pejabat 
penandatangan dan nama jabatan; 

b. Naskah Din.as dengan Tanda Tarigam Elektronik didistribusikan 
kepada pihak yang berhak tan.pa hanis dicetak; 

c. pendistribusian sebagaimana dimaklsud dalam huruf b dapat 
melalui aplikasi umum bidang kearsipan din.am.is, media daring 
atau media luring; dan I 

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 
penyeleriggara sertifika si elektronik Indonesia. 
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I 

Berrruk dan susunan map Nask'ah Dinas Kepala Daerah 
sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah 
Dirra.s kepala Perangkat Daerah s~bagaimana dimaksud pada 
ayat 1(1) huruf b tercantum dalamj lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraruran W ali Kota ini. 

(3) 

(2) 

Map Naskah Dinas jabatan sebagainiaria dimaksud dalam Pasal 
54 ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. map Naskah Dinas Kepala Daerab.; dan 
b. niap Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 
Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagairnaria dimaksud pada 
ayat (1) huruf a memuat lambang nogara berwarna kuning emas 
dan t.uliaan Kepala Daerah menggunakan huruf Arial dengan 
u kuran disesuaikan dan diterrrpatkem pada bagian tengah atas 
secara simetris. 

(1) 

Pasal 55 

(2) 

Map sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 24 hurufk terdiri atas: 
I 

a. niap Naskah Dinas jabatan; dan , 
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah, 
Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan 
derigari kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah 
Daerah. 

(1) 

Pasal 54 

(3) 

(2) 

I Pasal 53 
I 

Pada km.plop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim 
dan alamat tujuan. 
Alamat pengirim sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1) memuat: 
a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, 

alamat yang dilengkapi dengan "narna kabupaten/kota dan 
nama provinsi, nomor telepon, falcsimile, poa-el, laman, dan 
kode pos di bagian tengah atas 'urrtuk amplop Naskah Dinas 
jabatan Kepala Daerah. . 

b. logo daerah berwarna dan rrarna Pemerintah Daerah, nama 
Perarigkat Daerah yang beraangku tan, alamat yang dilengkapi 
dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor 
telepon , faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian 
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

I 
Perbandingan huruf pada amplop Na ske.h Dinas PerangkatDaerah 
antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama 
Perangkat Daerah adalah 3:4 dengan'menggunakan huruf Arial. 

: I 

I 

(1) 

(5) 

(4) 

! 

Ukurah amplop yang digunakan un k pendistribusian Naskah 
Dinas I dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan sesuai dengan kepenting Pemerintah Daerah. 
AmplJp Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a menggunakan kertas warna putih. 
Am.plop Naskah Dinas Perangkat Daer'ah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b menggunakan kertas warna coklat. 

(3) 



inas yang berklasifikasi 
terkait. 

yang berklasifikasi sangat 
a diberikan kepada pihak 
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(1) Hak akses terhadap Naskah Dina 
rahasda, rahasia, dan terbatas h 
yang iberwenang. 

(2) Hak akses terhadap Naskah 
biasav terbuka diberikan kepada pih 

Pasal 61 

Penentuan tin.gkat klasifikasi keaman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 disesuaikan den.gan kepentin.gan dan substansi 
Naskah 9mas 

Pasal 60 

Kategori klasifikasi keamanan untuk Nas ah Dinas terdiri atas: 
a. sangat rahasia; 
b. rahasia; 
c. terbatas; dan 
d. biasa/terbuka. 

Pasal 59 

Dalam rariglca pengamanan Naskah inas pada media rekam 
elektronik, aplikasi umum bidang kearsiipan dinamis memuat fitur 
perrgarn arrarr Naskah Dinas. 

Pasal 58 

BABV 
PENGAMANAN NAS~H DINAS 

Pasal 57 I 
I 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikif emuat: 
a. Penentuan kategori klasifikasi ke anan dan akses N askah 

Dinas; 
b. perlakuan terhadap Naskah Din s berdasarkan klasifikasi 

keamanan dan akses yang meliputi: I 
1. pemberian kode derajat lclaaifikaei keamanan danakses; dan 
2. pemberian nomor seri pengaman tau securityprinting. 

(2) 

(1) 

Pasal 56 

Naskah Dinas dapat disu.sun dal bahasa asing dengan 
merigacu pada format Naskah Dina 

I 

sebagaimana diatur dalam 
Peraturan W ali Kota ini. 
Pe~yebutan nama daerah tidak dite1emahkan ke dalam bahasa 
asmg. 

Bagian Ketigabe as 
Naskah Dinas Bahas Asing 
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(2) 

Kewehangan penandatanganan Naalcah Dinas merupakan hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab Ya.If-g ada padaseorang pejabat 
untuf menandatangani Naskah Diria.s sesuai dengan tugas dan 
kewenangan pada jabatannya. ] 
Kewehangan penandatanganan Naskiui Dinas oleh Kepala Daerah 
berlaku mutatis mutandis bagi peraja.bar, penjabat sementara, 
pelaksana tugas, dan pelaksana hari~ sesuai dengan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 1 

(1) 

Pasal 67 ; 

BAB VI 
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

I 
I 

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security 
printing sebagaimana dimaksud dalam I Pasal 57 huruf b angka 2 
memiliki tujuan untuk menjamin keautbntikan dan keterpercayaan 
informasi pada Naskah Dinas. I 

Pasal 66 I 
i 
I 

Ketentuan mengenai pemberian nomor $eri pengaman atau security 
printing sebagaimana dimaksud dalam Paaal 65 diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan peruridang-uridangan. 

Pasal 65 

I 

Kode de~ajat klasifikasi keamanan d9F akses diberikan dengan 
ketentuari sebagai berikut: 1 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberilcan kode 'SR' dengan 

menggunakan tinta warna merah; · 
b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan trenggunakan 

tinta warna merah; 
c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan 

tin ta hi tam; dan I 
d. Naskah Dinas biasa diberikan kodej 'B' dengan menggunakan 

tinta hitam. I 
' I 

Pasal 64 

Naskah Dinas dengan media rekam ! elektronik yang memiliki 
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat 
menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan 
teknologi. 

(2) 

I 
I Pasal 62 

Naskah Dinas dengan media rekam ertas diberikan kode derajat 
pengamariari pada am.plop dengan ppsisi pada sebelah kiri atas 
Naskah Dinas. 1 

I 

Dalam hal Naskah Dinas yang rnernifiki klasifikasi keam.anan 
sangat rahasia dan rahasia, mengguriakan amplop rangkap 
dua. i 

I 
I 

Pasal 63 I 
I 

(1) 
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BAB VII 
PENGENDALIAN NASIO\H DINAS 

Bagian Kesat1 
Umum J 

: Pasal 69 I 
I I 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatari: 
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; Jan 
b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Bagian Kedul 
Pengendalian Naskah D:inas Masuk 

I 
Pasal 70 J 

Pengenda1ian Naskah Dinas masuk se agaimana dimaksud dalam 
I 

Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui t~apan sebagai berikut: 
a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima 

dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan 
sifat surat, dan mendistribusikan ke 11.nit pengelola. 

b. unit pengelola menindaklanjuti sesutdengan klasifikasi Naskah 
Dinas dan arahan pimpinan;dan 

c. unit tata usaha mengarsipkan Nask Dinas masuk. 
I 

Bagian Ketiga 
I Pengendalian Naskah Dras Keluar 

I 
Pasal 71 I 

(1) Perigericlafiari Naskah Dinas keluar sbbagaimana dimaksud dalam 
Pasal: 69 huruf b dilaksanakan rnelahjj tahapan sebagai berfkut: 
a. Naalcah Dinas keluar yang telah] ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang diberi nomor, temggal, dan stempel oleh unit 
'tilta usaha pada masing-masing /unit kerja; dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telait selesai diproses diarsipkan 
pada unit tata usaha dan unit pengelola. 

(2) Penglndalian Naskah Dinas keluij lintas instansi pemerintah 
atau pihak luar dilakukan. satu pintu melalui Sekretariat Daerah. 

I 

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan 
penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya. 

I Ketentuan mengenai pelimparian kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
, • I 
irn. I 

I 

(2) 

Pasal 68 

Naskah Dinas 
bagian tidak 

I 
I 

Ketentuan mengenai kewenangan pe. andatangan 
tercarrturn dalam Lampiran yang merupakan 
terpisahkan dari Peraturan Menteri · i. 

I 

(3) 
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Pasal 75 
(1) Asas klasifikasi keamanan dan alcsea arsip dinam.is dilaksanakan 

I dengan menerapkan asas gabungan. 1 

Ruang lirrgkup Sistem Klasifikasi KJam.anan dan Akses Arsip 
Dinamis, lmeliputi: [ 
(1) sistem klasifikasi keam.anan dan akse arsip dinam.is; dan 
(2) perigafurari akses arsip. 

! 

Pasal 74 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN D~ AKSES ARSIP DINAMIS 

I 
I 

BAB IX 

BAB VIII I 
KODE KLASIFIKASI AR~IP (KKA) 

Pasal 72 I 

(1) Kode !Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau 
merupakan acuan bagi Perangkay Daerah dalam rangka 
pengelolaan arsip dinamis. I 

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana d1makJud pada ayat ( 1) disusun sesuai 
I dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan tugas 

dan fungsi pencipta arsip yang meliputi: 1' 

a. fungsi fasilitatif; dan 
b. fungsi substantive. I 

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
huruf ~ merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau 
penunjang dari tugas yang dilakukan di ulit kerja di lingkungan Perangkat 
Daerah. I 

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 
kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang 

(5) ::::::s;:::::::::~::::a;:t~::: :::::~. 
(6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksJd pada ayat (5) berfungsi sebagai 

I dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan 
kembali arsip. I 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode I Klasifikasi Arsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

! Pasal 7311 

(1) Kepala !Perangkat Daerah bertanggung jaw · menyelenggarakan penyusunan 
Klasifikasi Arsip berdasarkan klasifikasi arlip sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 ayat (2). 

(2) Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksahakan oleh sekretariat atau unit kerja kearsipan. 

I I 

I 

(3) Untuk mempercepat penyam.pai tujuan surat, dapat 
menam.bahkan tanda untuk perhati yang disin.gkat u.p. diikuti 
nam.a jabatan yang menin.daklanjuti dibawah nam.ajabatan yang 
dituju. 
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(3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi: 
a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filling 

cabinet/rak arsip untuk rnenyirnparr arsip biasa/terbuka, dan 
brankas atau lemari besi untuk iarsip rahasia dan sangat 
rahasia; I 

b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip 
sesuai dengan tingkat klasifikasi niformasi;dan 

c. prasarana berupa ruang penyimpapan yang representatifsesuai 
derigari tingkat klasifikasi informas( 

(4) Peran~at lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi: 
a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga darr vital;dan 
b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dari inaktif. 

I 
I 

I 

PENGATURAN AKSEJS ARSIP 

Pasal 77 I 
(1) Pengaturan akses arsip sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 76 

huruf ib digunakan kepada pengguna arsip yang berhak. 
(2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari: 

a. pengguna internal yang ada di irretarrai; dan 
b. perigguna eksternal di Iuar irrstarrsi. 

Pasal 76 
(1) Sistem klasifikasi keamanan dan aleses arsip dinamis diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: i 
a. arsip yang tercipta pada instansi p1ncipta dapat diklasifikasikan 

menjadi informasi biasa, terbatas, rahaaia dan sangat rahasia; 
b. Arsip yang informasi di dalamnya diariggap tidak akan memiliki 

dampak merugikan perseorangan,I lembaga dan atau Negara 
digolonglcan dalam klasifikasi Biase' (B); 

c. Arsip yang informasi di dalamnya, 1apabila diketahui oleh pihak 
yan'g tidak berhak dianggap dapat mengakibatkan terganggunya 
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan Negara digolongkan 
dalam klasifikasi Terbatas (T); J 

d. Arsip yang informasi di dalamnya, apabila diketahui oleh pihak 
yang tidak berhak dapat menga libatkarr terganggunya fungsi 
penyelenggaraan negara, sumberl daya nasional, ketertiban 
umum, termasuk dampak ekoromi makro serta akan 
menimbulkan kerugian yang I serius terhadap privacy, 
keuntungan kompetitif, hilangnya lkepercayaan, serta merusak 
kemitraan dan reputasi digolongkan dalam klasifikasi Rahasia 
(R); I 

e. Arsip yang informasi di dalamnyh, apabila memiliki dampak 
yang dapat menimbulkan kerugianl yang sangat serius terhadap 
kea,manan nasional digolongk4 dalam klasifikasi Sangat 
Rahasia (SR; dan · 

f. Informasi dalam arsip dengan klakifikasi Terbatas (T), Rahasia 
(R) , dan Sangat Rahasia (SR) te · asuk dalam informasi yang 
dikecualikan. 

(2) Sarana sistem klasifikasi keamanan d akses arsip menggunakan 
sarana perangkat keras dan perangka lunak. 

I 

(2) Asas gaburigan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui sentralisasi dalam penetapan ebijakan dan desentralisasi 
dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis. 
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Pasal 78 

(1) Pengguna internal sebagaimana dim sud dalam Pasal 77 ayat (2) 
terdiri i dari: 
a. penentu kebijakan yang mem unyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh arsip yang beratla di bawah kewenangannya, 
l beriku I dengan ketentuan sebagai e t :; 

I 
1. mempunyai kewenangan untut mengakses seluruh arsrp 

yang berada di bawah kewenangannya; 
2. pimpinan tingkat tinggi yaitu I Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai 
kewenangan untuk merrgalcses arsip di bawah 
kewenangannya, namun tidak l diberik:an hak akses untuk 
informasi yang terdapat pada 'pimpinan level tertinggi dan 
yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali 
telah mendapatkan izin; dan '. 

3. pimpinan tingkat menengah ya'itu Kepala Sub Bidang, Sub 
Bagian yang mempunyai keweriangan untuk mengakses 
1seluruh arsip di bawah keweriangarmya, namun tidak 
diberikan hak akses untuk ilnformasi yang terdapat pada 
pimpiriari level tertinggi, pirnpiriarr level tinggi, dan yang satu 
Ievel di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin. 

b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan 
pegawai yang mempunyai kewbnangan untuk mengakses 
seluruh arsip yang berada di batvah kewenangannya dengan 
tingkat klasifikasi biasa, tetapi tid~ diberikan hak akses untuk 
araip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat 
raliasia yang terdapat pada pimpiriari tingkat tertinggi, 
pimpirian level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu 
tinglcat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; 
d I I 

an I 
c. perigawaa internal mempunyai kewerrarigari untuk mengakses 

seluruh arsip pada pericipta arsip dalam rangka 
melaksanakan fungsi perigawaaan internal sesuai dengan 
ketentuan peraturan pertrndarig-urrdangari, seperti pengawasan I , 
yang dilakukan oleh Inspektorat TI>aerah Kota Baubau. 

(2) Penrudina eksternal sebagaimana dimlksud dalam Pasal 77 ayat (2) 
Iru.rufb terdiri dari: : 
d. pubhk yang berhak, mempunyai hlak untuk mengakses seluruh 

arsip dengan kategori biasa / terbuka; 
e. pengawas eksternal mempunyai h?k untuk mengakses seluruh 

araip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan sesuai dengan keterituan peraturan perundang­ 
untlangan, seperti pengawasan :yang dilakukan oleh Badan 
Pein.eriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan 

I , 
Pembangunan; dan 

f. aparar penegak hukum mempuriyai hak untuk mengakses arsip 
pacjl.a pencipta arsip yang terkait derigari perkara atau proses 
hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka 
melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak 

I 
peiegak hukum. 

Pasal 79 
Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 
( 1) disusun dalam daftar arsip dinam:ils dengan rincian tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan b~gian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kota ini. I 

I 
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Pasal 82 1 
I 

(1) Jenis Arsip Substantif sebagaimana] dimaksud dalam Pasal 81 
huruf a meliputi: , 

I 

a. Jer,iis 1::sip Urusan Kearsipan me~puti: 
1. iKebiiakari; 

1 

2. 
1Pembinaan Kearsipan; dan [ 

3. 
1Pengelolaan Arsip. 

b. .Jenrs Arsip Urusan Perpustakaan meliputi: 
1. Kebijakan Perpustakaan; 
2. Pengembangan. Bahan Pu scakel Dan J asa Informasi; 
3. Sumber Daya Perpustakaan. i 

c. Jenis Arsip Urusan Penanaman M~dal meliputi: 
1. Kebijakan; : 
2. Perencanaan Penanaman Modal; 
3. Pengembangan Iklim Penariaman Modal; 
4. Promosi Penanaman Modal; 
5. Kerjasama Penanaman Mod Bilateral Dan Multiteral, 

Regional Serta Dunia U saha In ernasional; 
6. Pelayanan Penanaman Modal; 
7. Pengendalian Pelaksanaan Pen . aman Modal. 

d. Jenis arsip Urusan Perencanaan ~embangunan meliputi: 
1. Perumusan kebijakan; 1 

2. 'Musyawarah perencanaan pern'barigtrrrari atau musrenbang; 

J adwal Reten.si Arsip (JRA) memuat: 
a. Jenis A.rsip Substantif; 
b. Reterrsi; dan 
c. Keterangan. 

BABX I 
JADW AL RETENSI[ ARSIP 

Pasal 81 [ 

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 77 
dalam ran ka pengamanan fisik dan 

Pasal 80 

(1) Pengaturan akses arsip 
I • ayat (1) dilaksanakan 

Inform'aei arsip. 
I (2) Pengamanan fisik dan informasi atsip dalam ayat (1) secara 

keseluruhan mencakup fasilitas pcngamarran seperti pemasangan 
karnera pengawas, kunci pengamanarl ruangan dan media simpan 
ar~. ! 

(3) Peng$anan fisik dan informasi arsip i sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kategori arsip biasayumurny terbuka disimpan pada rak besi; 
b. lcategori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet; dan 
c. kategori arsip rahasia dan sangat i;ahasia disimpan pada lemari 

be~. I 

(4) Pengamariari fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi penciptaan daftar a.trsip terbatas dan daftar arsip 
ah ·I I r asna, I 

( 5) Penga.b.anan fisik dan informasi arsip ! sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis fdan/atau petugas kearsipan 
yang ! diberi kewenangan dan tan~gung jawab mengelola dan 
mengamarikan fisik serta informasi arrip. 

I 
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Pasal 83 

(1) Retensi Arsip sebagaimana dimaks~d dalam Pasal 81 huruf b 
ditentukan urituk Retensi Aktif dan Rttensi Inaktif. 

' I 

(2) Dalani rangka menen.tukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif 
dilakaariakari berdasarkan kriteria se1agai berikut: 
a. Retensi Aktif ditetapkan den;gan pertimbangan untuk 

lceperrtingarr di unit pengolah; dan I 
b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk 

keperrtingari unit kerja terkait clan kepentingan perangkat 

(3) R tdat~ahAkt. if dihit iak · l. · tak d d.i · · e errsa 1 ung sej ar'srp cncip an an 1 regiatraei 
Iririgga pokok masalah pada naskah sblesai diproses. 

( 4) Retent Inaktif dihitung sejak arsip se~esai masa simpan aktifn.ya. 
(5) Retent Arsip sebagaimana dimalcsucl pada ayat ( 1), tercantum 

dalaml lampiran yang merupakan b gian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kata ini. 

I 

I 

4. Koordiria.si dan sinkronisasi per n.canaan pembariguriari; 
5. Aksi strategis nasional; dan 

I 

6. Perencanaan pen.danaan pemb gun.an. 
e. JeJis arsip Urusan Lingkungan Hidup meliputi: 

1. Kebijakari; i 
2. ~ata lin.gkungan; 
3. Pengendalian pencemaran llrigkurigan; 
4. Pengendalian kerusakan Iirigkrrngari dan perubahaniklim; 
5. Pengolahan bahan berbahaya db beracun (b3), limbah dan 

I I sampah; I 
6. fiukum lingkun.gan; I 
7. Korrruriika.si lingkungan dan peTI?-berdayaan masyarakat; dan 
8. Pembiriaan sarana teknis li~gkungan dan pen.ingkatan 

kapasitas. I 
f. Je~is arsip Urusan Perhubungan rnelipu.ti: 

1. kebijakan; I 
I 

2. Perhubungan darat; 
I 

3. Perhubungan udara; 
I 

4. Perkeretaapian; dan 
I 

5. Penerangan Jalan Umum. 
I 

g. Jeri.is arsip Urusan Hukum melip · ti: 
I I 

1. Kebijakan peraturan perundangl-undangan; 
2. Pembentukan peraturan perundang-uridangarr/ regeling; 
3. Pemberrtukarr Keputusan/ketetdpan (beschikking); 
4. Publtka.si peraturan daerah danlperaturan wall kota; 
5. Kerja sama hukum; 
6. Dokumentasi hukum; 

I 

7. iPersidangan; 
8. JEksekusi; dan 
9. ~antuan / konsultasi hukum ~ advokasi. 

(2) Jen.is I Arsip Subtantif sebagaimarial dimaksud pada ayat (1), 
tercanrum dalam lampiran yang I merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W ali Kata ini. 
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Pelaporan 
Pasal 87 

Wali Ko a melalui perangkat daerah yang membidangi urusan 
kearsipan melaporkan pelaksanaan empat pilar instrument kearsipan 
dilirigkurigari pemerintah daerah kepada gubernur selaku wakil 
pemerintili pusat didaerah. 1 

I 
Pembinaan I 

I 

Pasal 86 ] 
(1) Pembinaan penggunaan Tata nas~ah Dinas adalah sebagai 

berikht: I 
a. Dhlam hal yang berkaitan dengan pengelolaan, dan tata 

kJarsipan dilakukan oleh Dinas ytng membidangi kearsipan; 
b. Dalarn hal yang berkaitan de:ip.gan aplikasi dan jaringan 

d4akukan oleh Dinas yang Jembidangi komunikasi dan 
informatika. 

(2) Pembi~aan atas penyelenggaraan Kla lfikasi Arsip meliputi: 
a. pelalcsanaan pendampingan, soaialiaa.si dan publikasi; 
b. pelalcsarraan pelatihan teknis kepada petugas kearsipan;dan 
c. mopitoring dan evaluasi. j 

(3) Pernberraari sebagaimana dimaksud [pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Diriaa Perpustakan dan Kearsipan. 

I 

Pasal 85 I 
Setiap Afisip Substantif ditentukan rete1?:sinya atas dasar nilai guna 
dan fungsinya yang dituangkan dalam .!.Jadwal Retensi Arsip sesuai 
sebagaimarra tercantum dalam · larnpir'ari yang merupakan bagian 
tidak terptsahlcan dari Peraturan W ali Ko'[a ini. 

I 
BABXI I 

PEMBINAAN DAN PELAPORAN 

Pasal 84 

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c 
mermrat rekomendasi yang merretapk arsip dimusnahkan, dinilai 
kembali, atau dipermanenkan. 

(2) RekoJendasi yang dituangkan d,alam keterangan tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimu srrahkari, dinilai kembali dan 
dipermanenkan ditetapkan berdaaarkan pertimbangan: 
a. Keterangan Musnah ditentukan apabtla pada masa akhir retensi 

arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; 
b. Ket'erarigarr Dinilai Kembali diterrtulcan pada arsip yang 

dianggap berpotensi menimbulkan' sengketa atau perselisihan; dan 
I I 

c. Keterarigan Permanen diterrtukaru apabila dianggap memiliki 
rrilai guna kesejarahan. 
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I I 
BE RITA DAE RAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 f OMOR .. tl.f 

I . 

I 
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3. 
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PARAF KOORDINAS! ., 
NO. ' INSTANS!/ UNiT X.ERJA PARAF ' 
1. 
2 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, » jVl! 2023 

I 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA BAUBAU, 

ODE AHMAD MONIANSE 

'. Ditetapkan di Baubau 
: pada tanggal, ~ :Jut..r 2023 
I 

I WALIKOTABAUBAU, 
I 

I 
I 
I 

I 

BAB XII 
KETENTUANPEN TUP 

Peraturan ;Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

I 


